
 

  

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

cfisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran
keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang

dicapai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 68 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018;

. bahwa dengan adanya penyempumaan terhadap
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan

Perangkat Dacrah maka Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 perlu dilakukan

perubehan untuk ketiga kalinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor

68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.



 

 

Mengingat . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang1
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang4.
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);
. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang6.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara7.
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan :

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 63);

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun
2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018

(Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018
Nomor 4};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 68

TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal|

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas_ Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
(Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan Lampiran | schingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini;
2. Mengubah ketentuan Lampiran I! sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



 

 

PasalIl

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
A feruan 2019

RMASRAYA

BUTAN RISKA
DHA

Diundangkan di Pulau Punjung

pada tanggal '\ ‘Foeua’s 2019a |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 4...



 

 

Lampiran ! : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : & Tahun 2019
Tanggal : 1) Polwuari 2019
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah

. Kabupaten Dharmasraya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

VISIT : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan keschatan, kecakapan, keahlian, sikap dan
moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar dacrah secara merata dan sumber
kemajuan ekonomi.
Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara
optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju schingga mampu membangun berbagai potensi
daerah.
Memberdayakan nagari dan kelompok masyurakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang esosial dan
ekonomi.

1

Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangunN
o

W
s

TUJUAN : Meningkatkan derajat keschatan masyarakat
Masyarakat cerdas dan berkarakter
Meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja
Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat
Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang schat
Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro

. Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan
10.Meningkatkan ketahanan pangan
11.Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



 

 

12.Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
13.Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemcrintahan daerah
14.Meningkatnya efektifitas dan cfisicnsi pelaksanaan pembangunan
15.Pembangunan berbasis nagari
16.Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Dacrah

Sai Indikator Kinerjs Penjejssan/ Definis!
Meningkatnys status
kheeehatan masyarakat

Angka harapan hidup Tahun rata.rets kesempatan atau waktu hidup yang
tersisa. Usia harapan Indup dapat chartikan pula
dengan banyaknya tahun yang ditempuh
penduduk yangmast hidup sampai lertentu

Dinas Kesehatan
Kena wth

Omas Kesehatan

Meningkstnya tingka!
pendidikan dan pemeretaan
akses pendidikan

Angka rate-ratalame sekolieh Tahun Jumiah tahun belajar penduduk usis 15 tahunke
atas yang telah diselesaikan dalam penddikan
formal (hdek termasuk tahun yang mengulang).
Untuk menghitung Rata-rata Lame Sekolah
dibutuhkan informasi: a. Partsipasi eekolah b.

Jenjeng dan jenis pendidikan yang peman/sedang
diduduld c. |ja8ah teringgi yang dimiliki d.
Tingkatketaa tertinggi yeng pemahsedang
diduduki

Dinee Pendidikan

Harapen Leme Sekolah Tahun Lamanye sekoleh (dalam tahun) yang diharapkan
skan dirasaken oleh anak peda umurt tertenty di

masa mendatang

Dinas Pendidikan 8

Mengurangi pengengguran
Gan penyiapan tenaga kerja
yang terieth dan

Tingkst Pengangguran Terbuka Persen Memperiihatkan perbandingen antara Jumiah
Ppenganggur terbuks usie angkatan kerjs terhadap
jumian penduduk angkatan kerja, semakin rendah
tingkat penganguaran semakin baik

Tingkat Partisipasi Angkaten Kerje
(TPAK)

aki secera ekonomi dalem kegistan sehar-hert
merujuk pede suatu wakt dalam periode survey

Meningkatnya kesetaraan
gender dan terpenuhinyahek
anek

indeke PembengunenGender Ukuran pembangunanmanusia berbes:s gender
yang dilihet dari tige dimenai yaitu dimensi umur
Ppenjang dan hidup sehat, pengetahusnden
standerhidup leysk

Oinas Sosia! dan P3AP2KB Dinas Sosial dan

BPS

iIndiketor ketenagekeraan yang
memberkangembseran tentang penduduk

0|



 

 

Wa ses bdikator Satuen nS SR RMD)

indeks Pemberdayaan Gender Iindeks Pengukan
p

peranan Kf perempuandalam Dinas Sosial dan P3AP2KB Dinas Sostal dan
kehidupean ekonomi dan politik. Pengukuran int P3AP2KBmencakup pertieipas! politik, partisipesi ekonomi
Gan pengembilan keputusan

$s Mengurangi permasalishan_ Persentase masyaraket miskin Persen Menunjukkan persontase jumiah penduduk miskin | Dinas Sosial den PSAP2KB Dinas Sosial dansosial di masyerakat
terhedep seluruh penduduk daerah. Semakin P3AP2KBrendah angka kemiskinan semakin baik6 Meningkatnys kuetites dan Proporsi panjang jaringan jelan dalam Persen Menunjukkan proporsi jalan yeng berkondie) balk Oinas Pekerjaan Umum Oines Pekerjaanaksesibditas jalan kondisi mantap terhadap panjang jalen keselurunan

Umum7 Meningkatnye kualitas Cakupan rumah layak hun Persen Tersectanye rumah layek huni untuk masyarekat Dinas Pertimtan Oinas Perkimtanperumahan dan kawasan
berpenghsedan rendehPemukimen yang tayek huni

8
Meningkatnya akees terhedap Akses air minum layak Penen Tersedianya akses terhadep ait minum yang lsyak Dinas Pekedaan Umum Oinas Pekerjaanlayanan air minum den

UmumSenitasiyang layak
Akses Sanitasi Leyak Persen Tereadianys ekses sanitesi yang leyak Dinse Pekeraan Umum Dines Pekenasn

Umum9 Meningksinya tingkat Indeks Pembengunan Menusia indeks Adalah pengukuran perbendingan dari herapan BPS ePs
Neh mieraan

dan kueittas
hidup, melek huruf, pendidtkan dan standar hidup

Pertumbuhan PORB indeks Menunjukkan pertubuhen produksi bereng dan BPS BPSjase di suety wihayah perekonomian deiem selangwektu tertentu
PORB Perkapita Juts Produk Domestik Regions! Bruto {PORB) BPS besperkapite merupakan salah satu indikator

untuk mengetahui kondisi ekonom! di suatu
dgerah dalam sustu periode tertentu, baik stes
dasar harga berieku maupun ates dasarhargekonstan

indeks Gind indeks Satah setu ukuran umum untuk distribuai BPS BPSPendapstan slau kekeyeen yang menunjukken
sebcrape merata pendepeten dan kekayasn
Gidietribuaikan di antara populasi10 Produksi dan Jumieh produkel pedi Ton Total produksi padi dalam setahun Oinas Pertanian BPsProduktvites pertanien den

Peckenan
Jumieh produks! karet Ton Total produksi karet dalam setahun Dinas Pertanian BPS
Jumiah produks! sawil Ton Total produksi saw deiam sotahun Dinas Pertanian BPSJumiah produkal deging sapt Ton Total popuiasi termak sapi delam setehun Dinas Pertanian BPS

iy



 

 

Indikator Kineria Sequen x a
Jumiah produkai Perikanan Ton Dinas Pangen dan ees

Per

menial
Poersentase koperasi sktif Koperasi UU No. 25 tahun 1962 tentang Koperasi Oinas Kumperdag Dines Kumperndeg

oper
11 Mewurudkan IKM yang . Pertumbuhen industri kecil dan Persen Persentase jumish pertumbuhan industri keci dan | Dinas Kumperdag Oines Kumperdag

menghasilkan nilai lambeh menengan (KM) menengeh (1KM) yang ede di Kabupaten
dan manteat bagi Dharmasraya
perekonornan maesyurakat

12 Merungkatian aktivites Pasar dalam kondisi baik Persen Perseninse pengukuran terhadap kondisi pasar Dinas Kumperdag Dinas Kumperdag
perdagangen dan yang ada di Kecamatan stau Nagari se-
perlindungan konsumen Kabupaten Dharmasraya

13 Meningkstrya pengendalian indeks kuslitas ingkungan hidup Indeks Pengukuran terhadap indeks kualitas ai, indeks Dines Lingkungan Hidup Dinae Lingkungen
pencemaran lingkungan kualitas udera dan indeks tutupan tanah melalui Hidup

pemantaven kualitas lingkungan dan citra satelit
14 | Peningkatan tata kelots OpiniWTP atas laporan keuangan WTPAWDP Pendaien BPK techadap leporan keuangan daersh | BKD BKD

akuntabiites pemerintahan (TWidactaimer

15 Hael Evaluesi AKIP Precikat/ nitai Hasll evatues: AKIP Kab. Dhermesraya. Setde Setda
Sesual Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 tig
Sletem Akuntabdiitas Kinerja instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dinyataken dalam nilei Gan preckat

Niai LPPD Niel Laporan atas penyelenggaraan pemeriniah Setda Setde
deerah selame 1 (satu) tahun anggaran

Tingkat kapabditas APIP Nitai Peniiaian secara mandin (self assessment | inspekiorat inspektorat
kapabdiitas APIP sesuai luttere intemasional. yaitu
dengan menggunakan internal Audit Capability
Model (IAC).

Meningketrya Persentase pencapaian RKPO terhadep Persen Persentase pencapaien larget serta sasaran dari BAPPPEDA BAPPPEDA
dan evaluasi untuk RPJMD program den kegiatan yang terdepel peda RKPD
pencapeian sesaren terhadap RPJMO

16 Meningkstnys kemandirian Rate-rate ketergantungen dans trenefer Persen Persentase ketergentungan terhedep dane BkKD
fiekal den kusittes transfer
Pengetotaan keuangan deerah °

17 Meningkatkan pembengunan Persentase Nageri tertinggal dan sangal Persen Persentase jumiah Nageri yang tertinggal dan Oines Pemberdeyasn Oinas Pemberdeyaan
tertinggal sangat tertinggel di Kabupaten Dh y Masyarakatdan Dese Masyarakatden Desa

18 Tertaksenarya pelestatan Jurniah pelestarian situs dan iaweean Angha Jumigh situs dan cagar budeys yang terdapel di Dinas Budperpora Dinas Budparpore
cage: budaya Oharmesrayadan dilestarikan

Total produksi |

Meningkatkandeya
asi dan

wartsan budaya



 

Ta Kineie> Sotuaki a Ce Rp Se
terlaksananya pelestarian
warisan budaya Dharmasraya

Jumlah pelestarian situs dan
kawasan cagar budaya

Unit Jumliah pelestarian situs dan kawasan cagar
budaya yang terdapat di Dharmasraya dan
dilestarikan

Oinas Budparpora Budparpora

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

qs


